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Pengawasan terhadap peredaran kosmetik tanpa izin edar menjadi tanggung
jawab pemerintah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
tentang kesehatan membuktikan bahwa pengawasan dan penyidikan produk harus
diperhatikan, mulai dari awal pendaftaran hingga evaluasi pencatatan izin edar
produk. Pengawasan peredaran kosmetik tanpa izin edar menjadi isu yang menarik
untuk dikaji menggunakan perspektif hukum positif dan figih siyasah.

Rumusan masalah yang diangkat adalah: 1) Bagaimana implementasi
pengawasan BBPOM Surabaya terhadap peredaran kosmetik tanpa izin edar? 2)
Bagaimana implementasi pengawasan BBPOM Surabaya terhadap peredaran
kosmetik tanpa izin edar berdasarkan hukum positif? 3) Bagaimana implementasi
pengawasan BBPOM Surabaya terhadap peredaran kosmetik tanpa izin edar
berdasarkan figih siyasah? Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui
bagaimana implementasi pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Surabaya
untuk mencegah terjadinya Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar. 2) Menganalisis
bagaimana tinjauan Hukum Positif terhadap implementasi pengawasan BBPOM
Surabaya terhadap Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar. 3) Menganalisis
bagaimana tinjauan Figih Siyasah terhadap implementasi pengawasan BBPOM
Surabaya terhadap Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan field research.
Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.
Analisis data dilakukan dengan kondensasi data, penyajian data, dan penerikan
kesimpulan. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pengawasan BBPOM Surabaya
terhadap peredaran kosmetik tanpa izin edar pihak BBPOM sangat berperan
penting dalam keberlangsungan pengawasan peredaran kosmetik tanpa izin edar.
Hal tersebut dibuktikan dengan pengawasan pre-market dan post-market. 2) Dari
perspektif hukum positif, BBPOM melakukan berbagai upaya termasuk
pengawasan pre-market dan post-market sesuai dengan yang diamanatkan undang-
undang. Namun, dalam berjalannya pemberdayaan terdapat beberapa
ketidaksesuaian seperti kurangnya jumlah tenaga kerja, kurangnya penyediaan
modal hingga penegakan hukum yang masih lemah. 3) Dalam perspektif fikih
siyasah, pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM sesuai dengan konsep Siyasah
al Syar’iyyah, Namun, kekurangannya adalah undang-undang masiih belum
diimplementasikan secara maksimal oleh BBPOM Surabaya.
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ABSTRACT
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Supervision of the distribution of cosmetics without a distribution permit is
the government's responsibility as mandated by Law Number 17 of 2023
concerning health, proving that supervision and investigation of products must be
paid attention to, starting from the initial registration to evaluating the recording of
product distribution permits. Supervision of the distribution of cosmetics without a
distribution permit is an interesting issue to study using the perspective of positive
law and siyasah figh.

The formulation of the problem raised is: 1) How is BBPOM Surabaya's
supervision implemented regarding the distribution of cosmetics without a
distribution permit? 2) How is BBPOM Surabaya's supervision implemented
regarding the distribution of cosmetics without a distribution permit based on
positive law? 3) How is BBPOM Surabaya's supervision implemented regarding
the distribution of cosmetics without a distribution permit based on siyasah figh?
This research aims to: 1) Find out how the supervision carried out by BBPOM
Surabaya is implemented to prevent distribution of cosmetics without a distribution
permit. 2) Analyze the Positive Law review of the implementation of BBPOM
Surabaya's supervision of the distribution of cosmetics without a distribution
permit. 3) Analyze how the Siyasah Figh reviews the implementation of BBPOM
Surabaya's supervision of the distribution of cosmetics without a distribution permit

This research is qualitative research with a field research approach. Data
collection was carried out through observation, interviews and documentation. Data
analysis was carried out by condensing data, presenting data, and drawing
conclusions. Checking the validity of the data was carried out by triangulation.

The results of this research show that: 1) BBPOM Surabaya's supervision
of the distribution of cosmetics without a distribution permit. BBPOM plays an
important role in the continuity of supervision of the distribution of cosmetics
without a distribution permit. This is proven by pre-market and post-market
supervision. 2) From a positive legal perspective, BBPOM carries out various
efforts including pre-market and post-market supervision in accordance with what
is mandated by law. However, in the process of empowerment there are several
discrepancies such as a lack of workforce, lack of capital provision and weak law
enforcement. 3) From the perspective of siyasah jurisprudence, the supervision
carried out by BBPOM is in accordance with the concept of Siyasah al Syar'iyyah.
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However, the drawback is that the law is still not implemented optimally by
BBPOM Surabaya
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